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Kepada Yth.
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Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser
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1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang- Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2027 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Imbauan
a. KETENTUAN CUTI SELAMA MASA KAMPANYE BAGI PETAHANA PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran dalam
Tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka
disampaikan hal – hal sebagai berikut:
1. Pasal 70 ayat (3) huruf (a), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

Pasal 70
(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a) menjalani cuti di
luar tanggungan negara; dan

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan
bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan
oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi,
dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
kepada KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, berbunyi :

Pasal 64
(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota

yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib
mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.

(2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada
hari pertama masa kampanye.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: a) Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama
Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Gubernur atas
nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN BATASAN PENGGUNAAN RUMAH
DINAS BAGI PETAHANA SELAMA MASA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran dalam
Tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka
disampaikan hal – hal sebagai berikut:
1. Pasal 70 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang, berbunyi:



Pasal 70
(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: b) dilarang
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Pasal 64 ayat (3) huruf (a) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, berbunyi :

Pasal 64
(3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
1. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas

pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi
dinas lainnya;

2. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik
pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya
harus memperhatikan prinsip keadilan; dan

3. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik
pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terimakasih

KETUA,

NUR KHAMID, S.H

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip


